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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan

1. Penerapan asas due process of law dalam tahap penyidikan tindak pidana perkebunan di Polres Langkat pada prinsipnya telah dilakukan melalui tahapan penyidikan yang bersandar pada prosedur hukum acara pidana, mulai dari penerimaan laporan, pemeriksaan saksi, pemeriksaan tersangka, pengamanan barang bukti, sampai penyusunan Berita Acara Pemeriksaan. Dalam perkara tindak pidana perkebunan yang dikaji, penyidik telah memeriksa saksi-saksi, meminta keterangan tersangka, serta menghubungkan keterangan tersebut dengan barang bukti berupa hasil perkebunan. Penerapan asas due process of law tampak dari adanya pemberitahuan status hukum tersangka, pemberian kesempatan kepada tersangka untuk memberikan keterangan, pencatatan keterangan dalam BAP, serta pembacaan kembali isi BAP sebelum ditandatangani. Namun, penerapan tersebut masih lebih dominan bersifat formal-administratif, karena perlindungan hak tersangka, khususnya pemahaman terhadap hak atas bantuan hukum dan kedudukan tersangka dalam pemeriksaan, masih perlu diperkuat secara substantif.
2. Konstruksi hukum yang dibangun oleh penyidik dalam menetapkan tersangka tindak pidana perkebunan dilakukan dengan menghubungkan perbuatan tersangka, objek hasil perkebunan, status areal perkebunan, unsur tanpa izin, dan barang bukti yang ditemukan. Penyidik membangun konstruksi hukum berdasarkan dugaan bahwa tersangka telah mengambil atau memungut hasil perkebunan berupa tandan buah sawit tanpa hak atau tanpa izin dari pihak perkebunan. Konstruksi tersebut diperkuat melalui keterangan saksi, keterangan pihak perkebunan, keterangan tersangka, serta barang bukti hasil perkebunan. Dikaitkan dengan prinsip due process of law, penetapan tersangka tidak boleh hanya didasarkan pada laporan pihak perkebunan atau pengakuan tersangka, tetapi harus didukung oleh kecukupan alat bukti dan penilaian objektif penyidik. Dengan demikian, konstruksi hukum dalam perkara ini menunjukkan bahwa penyidik berupaya membangun pembuktian secara bertahap, meskipun tetap diperlukan kehati-hatian dalam memverifikasi status lahan, kepemilikan hasil perkebunan, dan unsur tanpa izin agar penetapan tersangka tidak melanggar hak hukum seseorang.
3. Kendala yuridis dan praktis yang dihadapi penyidik dalam menerapkan asas due process of law pada penyidikan tindak pidana perkebunan meliputi beberapa aspek. Kendala yuridis terutama berkaitan dengan pembuktian unsur tindak pidana perkebunan, seperti status areal perkebunan, legalitas penguasaan lahan, asal-usul hasil perkebunan, dan pembuktian unsur tanpa izin. Sementara itu, kendala praktis berkaitan dengan keterbatasan pemahaman tersangka terhadap hak-haknya, ketergantungan pada saksi dari pihak perkebunan, nilai kerugian yang relatif kecil, keterbatasan waktu dan beban kerja penyidik, serta kebutuhan koordinasi dengan pihak perusahaan, pemerintah desa, atau instansi terkait. Kendala-kendala tersebut menunjukkan bahwa penerapan due process of law dalam penyidikan tindak pidana perkebunan memerlukan kecermatan penyidik agar proses hukum tidak hanya memenuhi prosedur formal, tetapi juga menjamin keadilan, objektivitas, dan perlindungan hak tersangka.
B. Saran

1. Kepada penyidik Polres Langkat, disarankan agar penerapan asas due process of law dalam penyidikan tindak pidana perkebunan tidak hanya dilakukan secara administratif, tetapi juga secara substantif. Penyidik perlu memastikan bahwa tersangka benar-benar memahami hak-haknya, terutama hak untuk didampingi penasihat hukum, hak memberikan keterangan secara bebas, dan hak untuk tidak dipaksa mengakui perbuatan. Selain itu, penyidik juga perlu memperkuat pencatatan proses pemeriksaan agar seluruh tindakan penyidikan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
2. Kepada institusi Kepolisian, disarankan agar diberikan pedoman teknis dan peningkatan kapasitas bagi penyidik dalam menangani tindak pidana perkebunan. Pedoman tersebut perlu memuat tata cara pembuktian status lahan perkebunan, legalitas HGU, pembuktian asal-usul hasil perkebunan, penilaian unsur tanpa izin, serta penerapan prinsip due process of law dalam pemeriksaan saksi dan tersangka. Dengan adanya pedoman tersebut, penyidikan tindak pidana perkebunan dapat berjalan lebih objektif, terukur, dan tidak semata-mata bergantung pada laporan pihak perkebunan.
3. Kepada perusahaan perkebunan dan masyarakat sekitar perkebunan, disarankan agar dilakukan sosialisasi hukum mengenai batas areal perkebunan, larangan mengambil hasil perkebunan tanpa izin, serta mekanisme penyelesaian apabila terjadi persoalan di lapangan. Perusahaan perkebunan perlu memperjelas batas lahan dan meningkatkan koordinasi dengan aparat desa serta masyarakat sekitar, sedangkan masyarakat perlu diberikan pemahaman bahwa hasil perkebunan yang berada dalam areal perusahaan tidak dapat diambil tanpa izin. Upaya ini penting untuk mencegah terjadinya tindak pidana perkebunan sekaligus mengurangi potensi konflik antara perusahaan dan masyarakat.
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